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Penggunaan Gedung Eks

uhtuk Perkantoran RSUD Bangli
Sdfri Gremeng

Bangunan eksRSUD Bangliyang rencananya bakal ditungsikan untuk kantortiga instans''

status tanah br.s nsuo singli masih 

-

menjadi milik daerah," uiarnya.
MeskiDun demikian kembali men-

genai etika, iadi pihaknya masih
melakukan nego dengan pihak Pem-
prov "lkmi akan menghargai apa pun
keDutusan subernur nantinya. Namun
beiar harao-an kami. mudah-mudahan
baoak gubernur bisa memenuhi ha-
raian ri'ntuk menggunakan lahan eks
RSUD Bangli tersebuu' ujarnya.

Laniulxya, adapun keinginan pemer-
intah daerah menggunakan gedung eks
RSUD tersebut. Adalah melihat dari
kondiii atau struktur gedung yang ma-
sih layakpakaidan letaknya yang strat-
egis. Disamping untuk menghilangkan
kisan angker dari gedung yang sudah
lama tidak difungsikan. "Kondisi gedung
tersebut yang lama tidak difungsikan
memang terlihat angket "uiarnya.

Kata lB Giri Putra, rencananYa ge-

dung eks RSUD Bangli akan digunakan
untuk Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukiapil), Kantor
Periiinan dan Kantor Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah (BPDB). "Untuk
Kondisi kantor Disdukcapil sekarang
ini tidak representatil begitu pula
kantor lainya. Makanya kita menyasar
seduns eks RSUD Bangliuntuk kantor,"
iiar p;iabat asal Geria Bukit, Kelura-
hin Cempaga, Bangli ini.6 cr53

BANGLI, NusaBali
Rencana Pemkab Bangli untuk meng-

gunakan bangunan eks RSUD Bangli,
untuk perkantoran bagi tiga instansi
atau SKPD sampai saat ini belum ada
keieldsan,atau masih saru gremeng.
Pihak Pemkab Bangli mengaku masih
terkendala soal status tanah yang ditu-
kar gulung dengan aset PemProv

Awalnya Pemkab Bangli begitu
bersemangat menggunakan bangunan
denean lantai dua tersebut karena
masih layak digunakan dan represen-
tatif baik dari Iokasi maupun kondisi
gedung. Bahkan ratusan pegawai telah
dilibatkan dalam aksi gotong royong
membersihkan areal eks RSUD Bangli,
beberana waktu lalu. Namun, akibat
lama telantat gedung ini pun kembali
manskrak dan kumuh ibarat rumah
hantu hingga jadi sorotan.

Menurut. I Wavan Sumer, salah
seorang warga yang di lokasi, meskr-
Dun geaunq tersebut sempat dibersi-
Irkr.inamun kini rumDut liar kembali
tumbuh subur, Bahkan di malam hari
suasana seram masih terasa. Untuk
menghilanqkan nuansa tersebut' dia
berh"arao iupaya eks RSUD Bangli
sesera bisa difungsikan. Misalnya
seiuai denean rencana Pemkab waktu
lalu, yakni iremindahkan perkantoran
tiga instansi ke bangunan itu. "Kapan

ya bangunan itu difungsikan lagi,"
tanyanya, Jumat [10/4).

Sementara, Sekertaris Daerah Ka-
bupaten (Sekdakab ) Bangli,lda Bagus
Giri Putra, saat dikonfirmasi mengenai
kapan akan digunakan bangunan eks
RSUD untuk perkantoran, mengatakan
untuk saat ini masih ada kendala yang
dihadapi, yakni status tanah. Meskipun
tanah memang masih-nrilq daerah

(Pemkab Bangli, red), namun sebel-
umnya telah terjadi kesepakatan tukar
guling antara Pemkab Bangli dengan
Provinsi Bali Dimana Pemprov mem-
berikan lahan eks Gunamatha untuk
lokasi pembanguan RSUD Bangli yang
baru.Sedangkan lahan eks RSUD lama
diambilalih Pemprov "Namun karena
sesuatu hal untuk proses tukar guling
sampai saat ini belum kelar. Sehingga
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Kasus Mark Up Lahan Proyek RPH Temesi

Mantan Sekda Divonis I Tahun

Terdakwa lB Raka {kiri)dan M RaiAsrama (? dari kiri)diskusidengan
kuasa hukumnya di Pendagilan Tipikor Denpasar, Jumat (10/4),

DENPASAR, NusaBali
Dua terdakwa kasus mark

up pengadaan lahan proyek
Rumih Potong Hewan [RPH)
di Desa Temesi, Kecamatan
Gianyar tahun 2002, AA
Rai Asmara [mantan Sekda
Gianyar) dan lda Bagus Raka
(mantan Kadis Peternakan
Gianyar) dijatuhi hukuman
yang sama dalam sidang den-
gan agenda putusan di Penga-
dilan Tipikor Denpasar, fu-
mat [10/4). Kedua terda]<wa
sama-sama divonis 1 tahun
peniara, jauh lebih ringan
dari tuntutan Jaksa Penuntut
Umum (JPU) sebelumnya.

Selain diganjar hukuman
1 tahun penjara, terdakwa
AA Rai Asmara dan IB Raka
juga sama-sama diwajibkan
majelis hakim membayar
denda Rp 50 juta. Sedangkan

Bersomhung ke Hol-l 5 Kolon I
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Mantan Sekda Divonis 1 Tahun
dalam persidangan sebelum-
nya dengan agenda penun-
tutan di Pengadilan Tipikor
Denpasar.26 Maret 2 013
lalu, terdakwa Rai Asmara
dituntut IPU hukuman 1,5 ta-
hun penjara plr wajib bayar
denda Rp 50 tuta. Sebaliknya,
terdakwa lB Raka dituntut
fPU hukuman 4 tahun pen-
jara plus denda Rp 100 juta
dan uang pengganti kerugian
negara sebesar Rp 42 juta,

Dalam amar putusan yang
dibacakan majelis hakim
pimpinan Early Setyorni de-
ngan hakim ad hoc Sumali dan
Cuntur di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Jumat kemarin,
terdakwa Rai Asma ra dan
IB Raka dinyatakan tidak
terbukti bersalah melaku-
kan tindak Didana sesu a i
dakwaan piimer Pasal 2 ayat
[1) jo Pasal 1B Undang-un-
dang Nomor 31 Tahun 2009
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No-
mor 20 Tahun 2001 jo Pasal
55 ayat [1) ke 1 KUHP.

Namun, kedua terdakwa
dinyatakan terbukti melaku-
kan tindak pidana s es uai
dakwaan subsider Pasal 3 jo
Pasal 1B Undang-undang No-
mor 3l Tahun 2009 sebagai-
mana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat
[1) ke 1KUHP, Setelah me-
nimbang hal-hal yang mem-
berat dan dan meringankan,
kedua terdakwa a khi rnya
divonis 1 tahun penjara.

Majelis hakim menyebut-
kan, hal-hal yang memberat-
kan kedqa terdakwa, antara
Ia in, merugikan keuangan
negara, tidak mendukung
program pemerintah dalam
pemberantasan korupsi, dan
berbelit dalam sidang (khu-
sus terdakwa IB Raka). Seda-
ngkan hal yang meringankan,
kedua terdakwaydng mantan
pejabat eksekutif Pemkab
Gianyar ini belum pernah
dihukum. I

"Menjatuhkan pidana pen-
jara kepada terdakwa selama
satu tahun dikurangi masa
penahanan," tegas ketua
majelis hakim Early Setyorni

saat membacakan amar Du_
tusannya untuk kedua ter-da_
kwa, Jumat kemarin.

Selain itu, terdakwa Rai
Asmara dan lB Raka iupa
sama-sama d iwa ji b k;ri
membayar denda Rp 50 ifttl-
subsider I bulan kurunsan.
Kendati menyatakan kei ua
terdakwa bersalah, namun
ma jelis hakim memerintah-
kan IPU dari Kejaksaan Neg-
eri (Kejari) Gianyar untuk
mengembalikan uang Rp 41
,uta yang sempat diserahkan
IB Raka sebelumnya. Putusan
ini berdasarkan fakta di per-
sidangan yang menr,..akan
kedua terdakwa tidak pernah
menikmati uang hasil korupsi
tersebut.

Seusai divonis 1 tahun
penjara di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Ju mat kem arin,
terdakwa Rai Asmara da\
IB Raka yang didampingi ke-
luarga besarnya tidak mem-
berikan komentar apa pun
terkait hukuman tersebut.
Namun, kuasa hdkum terdak-
wa IB Raka, Suryatin Lijaya,
mengatakan masih p ikir-
pikir dengan putusan majelis
hakim. "Kami akan koordi-
nasi dulu untuk menentukan
lanSkah selanjutnya," tegas
Suryatin.

Sebaliknya, IPU Rahardi
dan Muhammad Arifin, lang-
sung menyatakan akan mela-
ku.kan banding atas putusan
maielis hakim. Sebab, vonis
yang dijatuhkan hakim jauh
lebih ringan dari tuntutan
lPU. "lika melihat putusan
yang jauh dari tuntutan, sep-
ertinya kami akan banding.
Tapi, kami akan pelajari dulu
isi putusan tersebut," beber
fPU Rahardi.

Sementara itu, dalam pu-
tusan terkait kasus mark up
Iahan proyek RPH Temesi
di pengadilan Tipikor Den-
pasar, lumat kemarin, sempat
terjadi perbedaan pendapat
(dissenting opinionl. Dari
tiga hakim yang menyidan-
gkan kasus ini, hakim ad hoc
Guntur menyatakan pendapat
berbeda. Hakim Guntur me-
nyatakan kedua terdakwa
tidak bersalah. Sedangkan
'ketua maielis hakim Early
Setvorini dan hakim ad hoc

lain nya, Sumali, men)ratakan
kedua terdakwa bersalah.

Kasus RPH Temesi ini me-
nyeret tiga orang sebaga i
terdakwa. Satu terdakwa lasi
edalah I Kadek Aristana, 37,
makeiar tanah prdiek RpH
Temesi. Terdakwa "makelar
tanah asal Banjar penestanan
Kelod, Desa Sayan, Keca-
matan Ubud, Cianyar ini baru
dijebloskan ke Ruian Gianyar.
25 November 2014. Saat'ini,
persidangan kasus terdakwa
Kadek Ariastana di pensadi-
lan Tipikor Denpasar te"nlah
berjalan. Dalarn sidang din-
gan agenda penuntutan, {
Maret 2 015 lalu, terdakwa
Kadek Ariastana dituntut JPU
hukuman 1,5 talurl penjara
plus wajib bayar denda Rp 50
juta subsider 2 bulan kurun-
gan dan mengganti kerugian
negara sebesar Rp 36 juta.

Trio AA Rai Asmara (man-
tan Sekda GianmyarJ, IB Raka
fmantan Kadis Peternakan
GianyarJ, dan Kadek Aris-
tana (makelar tanah) sebe-
lumnya resmi ditetapkan
kejaksaan sebagai tersangka
kasus lahan proyek RPH Te-
mesi, 4 September 2013 si-
lam. Peniidikan kasus ini
dengan dua perkara. Perta-
ma, sesuai Sprindik Nomor
3 /P.1,.15 /FD.1/ 09 / 20-13
dengan tersangka AA Rai
Asmara dan lB Raka. Sprin-
dikkedua, Nomor 0 4.P.'1,.15 /
FD.7/09 /2073 dengan ter-
sangka KAT (inisial dari
Kadek Aristana).

Pembebasan lahan proyek
RPH di Desa Temesi terjadi
tahun 2 002, ketika terdakwa
AA Rai Asmara m e njaba t
sebagai Sekda Gianyar dan
IB Raka menjabat Kadis Pe-
ternakan Gianyar. Luas la-
han yang dibutuhkan untuk
proyek RPH tersebut menca-
pai 299 are, dengan alokasi
dana sebesar Rp 3 miliar.

Kenyataan, luas lahan
proyek RPH Desa Temn esi
hanya 247 ,75 are, dengan
dana sekitar Rp 2,46 miliar.
Sehingga, ada dana yang
tidak terserap mencapai Rp
486 juta atau hampir Rp 0,5
miliar. Dana tak terserap
itulah yang jadi selisih
pembayaran dan merqgikan
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Tim I Didakwa
Korupsi Rp 9,5 M

Terdakwa Ketut Janapria (3 dari kiri) dan AA Sagung Mastini (2 dari kiri)
saatialani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (10/4).

DENPASAR, NusaBali
Sembilan (9) mantan pe-

jabat Pemkab Klungkung
yang tergabung dalam Tim
9 (Panitia Pengadaan Lahan
Proyek Dermaga Gunaksa)

yang terseret sebagai terda-
kwa kasus dugaan korupsi Der-
maga Gunaksa, jalani sidang
perdana di Pengadilan Tipi-

Bersombungke Hol-l5 Kolom I
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